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BUPATI MAMUJU

PROVINSI'SULAWESI BARAT

_ .PERATURAN BUPATI MAMUJU

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN

DENGAN IRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'

Indonésia Nomor 5495);

<-NOMOR O4.TAHUN 2020

| TENTANG
|

DANA
DESA TAHUN 2020

| BUPATI MAMUJU,

bahwa penggunaan Dana Desa diprioritastan

1

untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa, sehingga Bupati melakukan
pemBinaan, pemantauan dan

evaluasi secara
berjenjang sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2)
.Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah |

Tertihgeal, dan Transmigrasi Nomor| 11 tahun2019:
tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun2020,.
perlu!mengatur Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan. .

Dana, Desa Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;

babija berdasarkan ‘pertimbangan sebapaimana
dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturari-
Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas

Penggunaan. .DanalDesa Tahun 2020, | aS

Ny

Pp

Undang-Undang Nomor 29 Tahun| 1959 tentang:
Pembéntukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik
oe,

Indonesia Nomor 1822);

Undahg-Undang Nomor 26 Tahun| 2004 tentang
Pembentukan

Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran,->.
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.LOS PeeTambahan Lembaran Negara Republik indonesia

NORE4429)!

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang.Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014-
Nomot 7, Tambahan Lembaran Negara. Republik.



«a?

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeri
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2ND

Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ~“ .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}

sebagaimana
telah diubah

beberapa
kali terakhir. ~:~

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatun 2015 tentang: .....
Perabahan Kedua Atas

Undang-Undang
Nomor. 23) oo.6

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. |.”

Negata Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indorresia Nomor .

5679);;
: Perattiran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Lee

Peraturan Pelaksanaan Undeng-Undang .Nomor 6 ..:

-Tahuh 2014 tentang Desa (Lembaran|Negara Republik ..... .

Indonesia
Tahun 2014 Nomor |123, Tambahan - .

5.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539). _

sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir . =

dengan
Peraturan Pemerintah Nomor! il Tahun 2019 *

tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan

Pemerintah: .

Nomar
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaam =.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa... :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2019. -~
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 6321); :

.
_Perathiran Pemerintah Nomor 60

Tahun
2014 Tentang .-.

DanaliDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
. dan |Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah
Dengan Peraturan

Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2015

tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor >”. a

60 Tahun 2014 tentarig Dana Desa Yang Bersumber.
|

Dari
|
Anggaran Pendapatan. Dan |Belanja. Negara

(lemharan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor~88:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

5694);Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor.

8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 60° Tahln -2014 tentang
Dana|Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran. PendapatanDan iBelanja Negara (Lembaran Negara Indonesia.Tahun 2016 Nomor 57);

Peratliran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

7.

Lemb
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Peraturen
- Menteri Dalam Negeri Nomor. baa Tahu’

2014 Itentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Permendagri Nomor 80 Tahun | 2015 tentang

Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik
Indonesia Tanun 2015 Nomor2036)

‘sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun; 2018 tentang

Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor

mr

80Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum <<"

Darah (Berita Negara
Republik

Indonesia. Tahun 2018:

. 10.

11.,

12,

13.

14.

45,

16,

17,

18:

Nomer 157);

Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun.2015.

tentang Susunan Organisasi Dan ‘Tata . Kerja:
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia: ;

Tahtin2016 Nomor6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

#3

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
—

indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita |Negara Republik

Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor

46 Tahun.2016.

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara.Republik :

Indonesia Tahun’2016 Nomor 1099);

Republik
Indonesia Tahun 2016N

ompr
1100);

Peraturan
Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor.

Peraturan
Menteri Dalam: Negeri Nomor 47 Tahun 2036.

a
tentang Administrasi Pemerintahan Desa BeritaNegara...

225/PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua ats
Peraturan Menteri Keuangan Nomor|50/PMK.07/2017,

g Pengelolaan Transper Ke Daerah dan Dana._
Desa;

ae an

Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesiaNomor-.
2266/PMK.07/2017 Temtang Perubahan Rincian Dane

Desa Menurut Daerah Kabupaten! Tahun Anggaran
2018;

ten

spublikIndonesia Tahun 2018 Nornor 611);

Peraturan Mentteri Desa, Pemtbarigurran. Dasiabi:”
Tertinggal dan Transrmigrasi Nomdr 11 Tahwr 2019",
terltang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun. 2020":

1012);

Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 3018

tentang Pengelolaan-Keuangan Desa (Berita. Negara.
-

orn

R

(Berita
Negara Republik Indonesia ‘fahun 2019 Nomott:
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Pert
Menteri Dalam Negeri Nomor

33: Tahun:2019

tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatatr
jan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita:
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655};.

AF
|

20. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 . tnteng
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor:.14 Tahun 7
2016

| tentang RKPD ‘Tahun 2016 (Berita Daerah. -
Kabupaten Mamuju Tain 2016 Nomor 567}.. :

See fy

|

y :

|
MEMUTUSKAN : Cee to

|
-| Menetapkan ;

PERATURAN
BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PRIORITAS PENGGURAAR DANADESA TAHUH. 2026,

BAB I

Pasal 1
:

mae Dilem:Peraturan Gupati in yang dimaksud: dengan: Lae va |

Daerah adalah Kabupaten Mamuju. og a
-Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. 7

af:3 -Bupati adalah BupatiMamuju.
' 4,, Dinas. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat,

- ‘DPMD adalah Dinas
(Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten
. Mamuju.

5. Badan Pengelolaan Keulangan dan Aset Daerah vang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan

Pengelolaan
Keuangan j\dan Aset Daerah

. Kabupaten Mamuju.
}

Desa.adalah kesatuan masyarakat hukum yanzmemiliki batas-hatas - .

wilayal. yang berwenang
untuk mengatur dan

mengurus ULUSAIE
_. pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berddsarkan prakarsa. os

masyarakat, hak asall usul, dan/atau hak tradisional
yang

diakui dan.2°"
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik: |

. Indonesia. 0

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran| pendanatan dan ||

|... belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui. mi- anggaran pendapatan! dan belanja Daerah’ Kabupaten dan digunakan.
untuk membiayai ipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

—

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan| pemberdayean
masyarakat,

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

_ Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai.

‘umsur penyelenggara Pemerinyahan Desa. Seabee.
10. Képala Desa adalahpe penyelenggarasn kegiatan pemerintah.....

-..

|

_Desa.

4

6

B

KETENTUAN UMUM

f

6.

7



a)
au

Vl “Perangkat: Desa adalah sekertaris Desa, pelaksaan kewilayahan. dan.
pelaksanaan. leknis.

|

12. Pemegang kekuasaan |pengelolaan keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD ad: Kepala Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenan. menyelenggarakan keseluruhan pengelolaankeuangan desa.

|
| 13.°Pelaksanaan pengélolaan keuangan Desa, ang selarjutnya disingkat.PPKD, adalah

perangkat
Desa yang. melaksanakan pengelolaan:

- kenangan Desaberdasarkan keputusan kepala desa yang
mengUASAErSebagian kekuasaan PKPKD.|

i4. Sekertaris Desa adathh perangkat .desa yang berkedudukan: sebaget‘|. + wnsur pimpinan sekertariat. Desa yang menjalankan| tugas- sebagai:koordinator PPKD.

woe
urusan, yang selanjutnya disebut.kaur, adalah: perangkat.Desa:>.g berkedudukan [sebagai wunsor staf sekertariat Desa yang~

vnenjélaniken tugas PPED.16. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut icass, adalah. perangkat desa. yang berkedudukan ‘sbbagai pelaksanaan teknis yang ‘menjalankan
tugas PPKD. |

17. Rekening kas Desa jadaiah Rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan desayang menampung seluruh penerimaan desa dan
‘digunakan “untuk

metabayar selvruh pengeluaran Desa |dalarn 1 (satu)
. Rekening pada bank yang ditetapkan.
Badan

Permusyawaratan
Desa yang selanjumya disingkat BPD, adalah

: lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ‘keterwakilan. :

wilayah dan ditetapkan Secara demokratis.
119, Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang.

ditetapkan oleh kepala |Desa setelah dibahas dan disepakati -bersama
fs . badan Permusyawaratan:Desa,

-—
.

09

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya:
disingkeat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembaneunan Desa

; ‘er’ | Uritukjangkawaktu 6 (enam) tahun.
Anggran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjuinya di singkat
APBDes adalah Rencand Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang.

_
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang dibahas dan

-
_
BPD, danditetapkan.dengan Peraturan Desa.

22. Rencana kerja
Pemerintyh

Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa
sete “he oatadalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa

jangka waktu i (satu) tahun.
‘23, Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.

adalah dokument yang memuat rincian setiap kegiatan,anggaran yang.
disediakan, dan rencana. penarikan dana untuk kegiatan yang akan.

|

.

|

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam|
APBDes

. mA

5

21

{

|

3



Oa.

25.

27.

6

Rencana Anggaran
!

disahken oleh kenala Desa.
Surat Permintaan

Petnbayaran
yang. selanjutnya disingkat SPP

adalah
dokutmen pengajuan

3

Intuk mendanai kegiatan pengadaan barang dam
2. |

Jas,
Penigadaaii Barang/Jasa Des. yang,

|

selanjutrya. disebut dengear
pengadaan Barang/Jasa adalah ‘kegiatan untuk memperoleb . mo,
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui .swakelola.. .

den/ataupenyedia
bafang

g jasa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

. kehidupan untuk sebesar besarnya kesejhatraan masyarakat Desa. ,
1

|. Pemberdayaan
Masyarakat

Desa adalah Upaya mengembangkan
kemandirian dan

_ kesejatraan masyarakat dengan} meningkatkan.. -

perigetahuan, sikap,keterampilan, prilaku,kemampuan,kesadlaran serte - tee
memamfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

|

program,kegiatan,dan| pendampingan yang sesuai |dengan esensi

29.

30.

32,

33.

masalah dan proritas kebutuhan masyarakat Desa.

Tipologi Desa adalah’therupakan Fakta, karateriktis dan kondisi nyata
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah

berkembang cibarapkan
terjadi di masa depan( visi Desa). ;

Desa’ Mandiri
adalah Desa Maju yang memiliki ketnarmpuam

- melaksanakan
pembangunan Desa untuk peringkatan! kualitas. hidup...

dan kehidupan sebesat-besarnya kesejatraan masyarakat Desa dengan’. «

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan..
- Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi | sumber aya.
sossial,ekonomi dan ekologi,serta, kemampuan mengelolanya untuk,”abe
:peningkatan kesejahtraan masyarakat . Desa, kualitas. hidup |

marnusia,dan menangetiangi ker ‘kinan.
Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang
memilild potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan elologi tetani behum

“méengelolanya serta. optimal wntuk peningkatan| kesejahtraan
masyarakat Desa,

imalitas hidup manusia dan |menangeulangi
1kemiskinan. |

s Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah — -

dokumen yang mem at arus kas masuk dan arus kas keluar’ yang cee
_digunakan mengatuy penarikan dana dari rekeming kas. untuk 20
mendanai

pengehuangn
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah

26

1B

{i

31

Desa tertinggal adalah Desa yang, memuliki potensi sumber daya sosial,.
:

|

ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam ;



a

. 34,

35,

36.

37,

38.

"39,

40.

43,

’
pengeluaran Desa

pada
Bank yang ditetapkan.

41. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, ay. .

42. s

adalah selisih lebih ealisasi penerimaan dan pengeluaran .anggaran
. Selama satu periodeangparan.

anak terlalu pendek, yntuk usianya.

7

manusia sertamengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya..
Desa sangat

Tertingee!
adalah Desa yang mengalami kerentanan karena

masalah bencana alam, goncangar. ekonomi, dan konflik sosial ... _

sehingga tidak
brkemampuan

mengelola potensi sumber daya sosial

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam
bebagal

oe

cbentuknya, yee!
Produk Unggulan Desa. dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 5
merupakan upanya”membentuk,memperkuat dan memperluas tisaha-

usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan. diwilayah

Desa. !

Badan Usaha Milik
Desa, selanjutnya

disebut BUMDesa, adalah Badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh. Desa

‘melalui peryataan, Secara langsung yang berasal dari kekayaan. Desa

yang dipisahkan guna
mengelola Aset, Jasa pelayanan, dan usaha

Tainnya untuk sebesaf-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penyaluran adalahtransfer
dana dari kas Daerah ke

kas
Desa.

Capaian output adalah
realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesual

perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
|

- Upanyva peningkatan|kesejahtraan masyarakat Desa kualitas hidup
JL

Desa atau. Diwilayah antar Desa yang dikololamelaluilkerja sama antar ..

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD. adalah rekening

seluruh penerimaan ‘Desa dan digunakan untuk membayar seluruk

.
tempat “penyimpanan uang pemerintahan Desa

yang
mena

dan. unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.
Sisa Lebih Perhiturigan: Anggaran yang selanjutnya |disingkat SiLPA,

Padat Karya Tunai
adalah

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desei,
khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produlktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja dan

teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
“

menpurargi
i kemisk’nan dan meningkathan ‘kesejahteraan masyarakat.

Anak Kerdil . (shunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita
(bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizil kronis, sehingga

k



Prioritaspenggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

Pembangunan Desa yang,
'dibiayai Dana Desa; .

.| g. berdikari mengutamakan pemanfaatan Dana Desa -.dengan..

8

45. .Pelayanaan Gizi
adalah rangkaian’ kegiatan untuk memenuhi. 7

kebutuhan ‘gizi perorangan dan masyarakat melalui. upaya. .. >.

penicengahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang.
dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerirrtah.
_| Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa dam.

memberikan pedoman bagi Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan.
Dana Desa Tahun Anggaran|2020, dengan tujuan untuk tertib Atiministrasi.,

. dan tertib pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan Dana
Desa.

Pasal 3 ,
|

t
nm

a. keadilanmengutamakan hak dan
kepentingan

seluruh warga Desa, tenpa
membeda-bedakan;

db. kebutuhan Prioritas: tendahuiukan kepertinpan esa yang lebih
mendesik, lebih dibutul.kan dan berhubungan langsung

dengankepentingan sebagian besarmasyarakat Desa;

c. terfokus mengutamakan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan di bidang
Pembangunan Desa prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Desa, dan
tidak dilakukan praktik penggunaan

Dana Desa yang dibagi rata;
d. kewendngan Desa: méfngutamakan kewenangan hak

‘asal-usul dan.' kewenangan tokal berskala Desa;. . .

|

& -partisipatif mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran sorta:
masyarakat Desa;

f. swakelola mengutamakan
kemandirian Desa dalam pelaksanaan kealatan

mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kepiatan:
~

n

pembangunan yang dikelola dari oleh dan
masyaralcat

Desa, sehingga .

Dana Desa berputar serara herkelanjutan di wilayah1 Desa danfataun
Daerah;

|

_|
h. berbasis Sumber Daya |Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber

daya’ manusia dan sumber day: alam yang ada di Desa dalam
pelaksanaan.pembangunan yan; dibiayai Dana Desa; dan4 tipologi Desa: mempertimibangkan keadaan dan kenyataan karakteristik,

' + peografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas,..
serta

perubahan
atau perkembangan dan kemajuan Desa.



a.
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BABIN
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ritang:fingkup PeraturanBupati
iinimeliputi:

@, prioritas penggunaan Dana Desa;
‘b. penyaluran dan pericairan; —

|| Oy; tekzrisme pengelolaan; ae3d) biaya: umum;ich e“Pendamping; dan -. |pT Od,

Pemnbinaan, pengendatien,
dan

pengawasatt.

BAB IV |

4
! PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

i Bagian Kesati 4Ho
.

.{ Prinsip Umum
ih

!
Pasal 5.

(Vj Penggunaan’ Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksariaan

program dan kegiatan {

i
bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayzan

_ Masyarakat Desa. |
|

8

(2) Selam untuk membiayai pelaksanasn program |
dan: kegiatan

sebagaimana dimakcsud pada ayat (1) Prioritas penggurlaan Dana Desa

dapat ‘juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegigtan prioritas yang|bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), diharap

;
dapat memberikan manfaat

srbesar-besarnyabagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan
kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan seria peningleater:

. pelayanan publik di-tingkat Desa.

i

n

Bagian Kedua

° an
Bidang

Pembangunan Desa |

Pasal 6
(1) Pertingkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana di maksud

dalam. pasal 5 ayat: (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan

kegiatan
di bidang pelayanan sosial

dasar yang
| + -berdampak langsungdengan meningkatnya kualitas hidup Inasyarakat. .

| (2) Kegiatan pelayanan-
sosial

dasar sebagaimana dimaksud,ayat me
melipati:

aces
(1)



I 10

a. Pengadaan,
pem

gunan, pengembangan dan
petmetinareai ewe

Sarana
dan prasaz‘ania. lingkungan pemukiman, aniera laine |

*.
Pembangunan pees perbaikan rumah seat’,untuk...fair =miskin;

2. Penerangan- lingkungan pemukiman:;|

3. Pedestrian;
|

Drainase;
: §. Tendon air bersih ataupenampunganair hujan bersama;:6. Pipanisasi untiik mendukung distribusi air bersih_ke romehpenduduk;
7. Alat pemadam.kebakaran hutan atau lahan;

_ 8: Sumur resapan;2. Selokan;
: Tempat, pembuargan sampah;11.Gérobak samnah:
.. 12.Kendaraan

pengangkut sampah;
- I3.Mesin pengolah sampah,

dan

' 7.Jembatan Desa; |'

-9,Terminal Desa; dan-.I0. Sarana prasar: ha transportasi lainnya yang
‘+

kewenangan Desa,idan diputuskan.dalam MusyawarahDesa. ;

oRengadaan,
pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarama

_ 14, Sarana prasarana lingkungan. pemukiman

|

10

lainnya. -sestai
Dengan

kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah-

Desa.

dan prasarana transportasi, antara lain:

4.Jalan Desa antara,

‘6.Jalan Desa amtara'pemukiman ke wilayah wisata;

8.Gorong-gorong;

. danprasarana energi, antara lain:
. L. Pembangkit listrik|tenagamikrohidro: -

+2.Pembangkit listrikitenaga, diesel;
3. Pembangkit listrix{tenagamatahari;
‘4, Instalasi biogas;

|.

5.Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
'°6,Sarana dan prasarana energy lainnya yang sesuai dengan -«- :

kewenangan Desa dan diputuskan dalamMusyawarah Desa.

‘L. jaringan internet untukwarga Desa;
2. website Desa;

|3. peralatan
pengeras| suara (loudspeaker):4. radio Single Side

Bind
(SSB);

—

| ._pemukiman kewilayah pertanian;
S.Jalan poros Desa; |

:

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

anePerahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan daerah aliran sungai;
Tambatan perahu}

'3.Jalan pemukiman:.

d.:Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana, on| ‘dan prasarana informasi dan komunikasi,antara lain:

sesuai derigan: ;

5. sarana prasarana komuniiasi lainnya yang sesuai dengar:
., Kewenangan Desa

fan
diputuskan dalam

Musyawarah
Desa. re a
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-{» (1) Peningkatan kualitas

ddlam Pasal 5 ayat|
program dan kegiatan peningkatan. kualitas dan|

pelayanan sosial dasa.
(2), Kegiatan pelayanan dosial dasar sebagaimana dimakeud pada.aya‘

meliputi:

no
Pengadaan, pembangunan, penge

prasarana kesehatan,
antara lain :

Oh, Air bersih berskala Desa;

Sanitasi lingkungan;2,
4.

‘9
o.
N

aw

a

"10. Film dokumenter bahan ajar;

“YL!Perilatan keserian; dan,

11

Pasal 7.

Jambanisasi;
Mandi, cuci,

keakkus
(MCK);

Operasional mobil sehat;
Alat bantu penyandang disabilitas;

Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
Balai pengobatan;

- Posyandu;a
10. Poskendes/polindes;‘|. AL Posbindu; |

a9, Reagen rapid tes kid untukmenguji sampelmakenan; den
'- 13. Sarana prasarana kesehatanlainnyayar

mbangan dan pemeliharaan sarang...

hidup masyarakist Desa sebagimana
dimaksud,.

(3), diutamakan untuk memibiayad..pelaksanantt:,..
akses.

‘terhadaps

Sesiai:dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah‘Desa.

Taman bacaanmasyarakat;
- Bangunan Pendid:kan Anak Usia Dini;
Buku dan peralatan belajar Pendidikan AnakUsiaDui,
Taman belajar keagamaan:

W.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan.‘sarana.:
prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :

Wahana permaiian anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
Bangunan perpustakaan Desa;

‘Buku/bahan bacaan anak;
Balai latihan/kegiatan belajar masyarakat;
Sanggar seni;

12.Sarana prasarana’ keschatan lainnya yang) seswai -dengan”

kewenangan Desa
dan diputuskan: dalamMusyawarah.Desa.

1)

nh

1
2.
3.
4,
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C..-Pengadaan, pembangunan, perigembangan dan pemeliharaan

_sarana prasarana ekonomi Desa, antara Jain :

‘1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

. sarana pra
'a produksi usaha pertanian untuk ketahanan

4 Pangan dan usaha pertanian berskals produkt bengdifokuskan *
|” kepada

pembentikan
dan pengembangan procul unggulanDesa...i dan/atau’ produk

unggulan kawasan perdesaan,.anteralain:..
Fe

a) Bendungan berskala kecil;
"

b) Pembangunain|dan perbaikan embung; |

” } Irigasi Desa; |

|": a) Percetakan lalian pertanian;

= +e) Kolam ikan;
|

Kapal penangkap ikan;

g) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan,

1

3c. h) Tambak garam; | gE.
_ i) Kandang terLj) Mesin pakan ternak;

Gudang pefiyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan);dan

~~

- J) Sarana prasarana produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai

“dengan kewenangan Desz dan diputuskan dalam Musyawaran

Desa.
|

2. Pengadaan, pembangui a, pemanfaatant dan pemeliheraan’‘sarand.i

prasarana pengolahan hasil pertamian yang difokuskan. ‘Kepeita:

pembentukan
~

fan pengcmbangan produk ungpitlan., ‘Dese
dan/atau produk

bnggulan
kawasanperdesaan, antara: fein :

a) Pengeringan hasil pertanien seperti: lantai jemur gabsh,

7 kopi, cokiat, kopra, dan “mpat
penjemuran ikan;,

a b) ‘Laumbung Desai a

c) Gudang pendingin; dan

d) Sarana prasaran~ ngolahan hasil pertanian lainriya yang

sesuai
dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunar.. anfaatan dan pemeliharaan sarana

|

prasarana jasa\ serta v"+ila industri kecil dan/atau industri ow
rumahan yarig dif skan kepada pembentukan

—

dan .
pengembangan

!
produk +r:

egulan
Desa dan/atau produk unggulan ...

kawasan perdeshan, aitara um:

a) Mesin jahit;
|

ot : b) Peralatan berigkel
kendar: tan bermotor;

a
1.n

m1
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s,
St

isaPengadaan, pembangunan, pemarfaatan. dan
pemelinarean

saranda

13

| Mesin penepung:
ATT;

. “d) Mesin penepung}ketela pohon;

. €). Mesin bubut utuk mebeler; dan

Sarana prasarana jasa sera usaha industri kecil .idan/atate
industri rumahany lainnyayang ‘sesuai dengan kewensngan: Deve,‘dan diputuskan:alam MusyawarthDesa: “eta thy re

1¥.

I

7PYasana pemasaran yang difokuskan kepada.
penibentukan,

dan,” of
‘pengembangan-produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan:

‘. Jkewasan perdesaan, antara lain :

a), Pasar Desa;
|

-*"
hb) Pasar sayur;

Ee} Pasar hewan; ;

Tempat pelelangan kan;
€) Toko online, ..i

Gudang barang; |dan ;

2 Sarana dan
prasarana pemasaran ilainnya

yesual
dengan- 7

kewenanganDesa dan diputuskandalam Musyawarah .
Desa.

& -Pengadaan, pembangunan, pemanfartandan pemeliharaansarang:

“dan prasarana.DesaWisata, antara Iain:
_.a) PondokWisatz;|;

° _
}) Panggung hiburan;

|

oe
tc) Kios cenderamata; a
18Kioswarung makan; — fo ee

Wahana permainan anak;
|

Wahana permainan outbond;

7 p) Taman rekreasi;
|"

Bal
By Tempat penjualan tiket;

_: 3) Rumah penginapan;
_ | |

" 3) Angkutan wisata; dan a
kj Sarana dan prasarana [esa Wisata lainnya sesuai dengan

4
kewenangan Desa dan dipiituskan dalam Musyawarah

Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, 1>:manfagtan dan pemeliharaan sarana

.‘(prasarana Teknologi’Tepat *: una. untik: kemajuan| ekonomi yang

“difokuskan kepada pembeir:ukan:
dan,pengembangan,

produk
|

-Penggilingan padi;
. b) Peraut kelapa;
20) Penepung biji-bijian;

a

h

av

{

a

3

unggulan kawasan|perdesaan, antara
a)
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:,. @) Pencacah pakeni temnak;

“-e} Sangrai kopi;_. og
| — _ Pemotong/pengiris buah dan sayuran;

“ss Pompaair;
|

|b) Traktor minis dan a,
. 1)’ Sarana dan‘

prasarana
lainnya sesuai dengan keWenanganDesa.

7

dan diputuskan |dalam MusyawarahDesa. .

a.
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan warane .
Prasarana untukpeléstarian lingkungan hidup, antara lain;

: :Lk Pembuatan
terasering;“a. Kolam untuk.
mata air;

. i 3 Plengsengan sungai; ot

7 : 4," Pericegahan kebakaran Initan;|
' § Pencegahan abrasi sungai; dan

. 6.. Sarana dan.
prasarana

untuk pelestarian lingkungan hitup
lainnya sesuai

(dengan
kewenangan dan diputuskan dalam

. Musyawarah Desa.
é. Penigadaan, pembarigunan, pengembangan dan pemelirahaan saransa

. Prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atawkejadian
luar biasa lainnya yangmeliputi: . asq ae I. . Kegiatan tanggap darurat

bencana, alum: x
:

. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gununig berapis

Pembangunan gedung pengungsian: 7

Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana.alam; .
Rehabilitasi dan rekontruksi lingkumgan perumahan yang terkena
bencana alam; dan

*

6. Sarana dan prasarana untuk penariggulangan bencana lainnya
|

"sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

| Pasal
8

(I) Peningkatan kualitas. hidup Serta pelayanan publik ditingkat Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), yang diwujudkan dalam:
-, Upaya. peningkatan gizi| masyarakat serta pencegahan; Anak Kerdil.

| (‘Sturrting). ;

|(2) Kegiatan Pelayanan Gizi dan pencegahan Anak Kerdil
| {Shunting}:sebagaimana dimaksud pada ayat:

Snell

(1}meliputi:
; & Penyediaan air bersih

dan
sanitasi; eeeab, Pemberian makana tambahan dan Fergiai untuk balita; Te,c. Pelatihan pemantauan

iperkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu 7.0 “3:TPT 12117"

3.
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keschatan ibuhamil atau ibu menyusut:

memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
£ Pengembangan ketahanin pangan di Desa; dan

on

_kewenangan Desadan diputuskandalammusyawarah
Desa.

Pasal9
|

.
. .

(1) Peningkatan kesejahtraan masysrakat Desa, diutamakan untuk
membiayai pelaksanaari |program dan kegiatan yang bersifat Lintas
bidang. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk
menciptakan Jlapanagan| kerja yang berkelanjutan,meningkatkan
pendapatan asli Desa.

!

(2} Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

saratia olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
a (8) Pembangunan Sarana olah Raga sebagaimana dimaksud| padaayat'(2) .

_ merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa
. Bersama.

. "kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10
{

|(1} Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksnd. dalam .

Pasal 5 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
kegiatan Padat Karya7Tunai unt:'< menyediakan japangan kerja bagi,

miskin dan Anak Kerdil (Stunting).:
(2) Kegiatan padat Karya Tunai sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

daya manusia di Desa.

(3) Sararta Kegiatan Padat'Karya Tunai ~bagaimana dimaksud pada ayat (2}adalah kelompokmasyarakat yang t ‘iri dari:
a. Kelompok penganggur, setenge*» yenganggur dan wargamiskin;
b. Pencari nafkah utama keluarga,
Laki-laki, wanita dan

pemudahusia
~roduk dan bukan anak-anak;

d. Petami/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu
masa tanam/panen; dan.

lapangan }Kerje..°. | .

Tenaga kerja yang kehilangan p. -erjaan (ter-PHK).
(4) Kelompok masayarakat sebagaim na dimaksud pada ayat (3).berasal
|, Gari pendududk Desa

Seempat
a ‘libuktikan dengan! kartu tanda.*

penduduk.

gunakan membayar upahy
masyaraknt Desa dalam: rangkal

'
@. Pengembangan apotek! hidup Desa dan produk hotileara.wate

‘g, Kegintan penanganun!' kualitas. hidup lainnya yarig, gesuai, dengen’

bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulanDesa...dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan air kecil:
lainya

Serta. ssi

Pendayagunaan sumber daya manusi. sebagaimana dimaksud pada ‘ayat oe
(3) dilakukan dengan mémanfaatk” 4 pembiayaan Danal Desa untuk...
bidang pembangunan Desa paling sc Jikit 30% (tiga puluh

Gal
seratus).di. -.:

oh

d.Parituari posyandu. untukmendukung kegiatan
pemeriksaamevil oa

Kegiatan Peningkatan kesejahteraan masyaraket lainnya| yang. dengan4)

- Masyarakat Desa yang Iengangyur, setengah mengangeur, keluarga.. .
:

dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan. sumber: |

|

2

a

(3)

iptakan
Ren
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(6) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaar
kegiatanyang.dibiayai dengan dana dcesa.

(7) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tida
melebihi.standar satuan harga Daerah.

(8) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada. saat
MU Sim

panen.
|
Bagian Ketiga

\ perningkatan kesejatraan masyarakat;
|

Bidang Femberdayaanmasyarakat

~'} Pasal11

program dan kegiatan yangdiprioritaskan antara lain:a
Perigembangan partisipisasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksunaa, dan pengawasan pembangunan Desa;

| b. ‘Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di
Desa;

Pengembangan
ketahanan masyarakat Desa;

e Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengemibangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
dan perangkat keras [computer untuk: pendataan dan penyebaran
informasi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

’ dikelola secara terpadu;
f. Dukungan pengelolaan kegiatan. pelayanan social dasar di bidang .

pendidikan,kesehatan.spemberdayaan perempuan dan anak serta
pemberdayaan Masyarakat marginal

dan anggota masyarakat Desa'

penyandang disabilitas}
It

‘g. Dukungan kegiatan peleste rian lingkungen hidup:

serta penganangannya;
i, Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktyang

dikelola oleh BUMDesa|dan/atau BUMDesa lainnya;
|

je Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat
koprasi dan/atau lembaga:-ekonmi masyarakat Desa lainnya,

k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan

lL Penerapan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pendayagunaan sumber|
daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertarlian bersekala.
produkzif; -

m. Pengembengan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan,
pihak ketiga; dan

n. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang 'sesuai dengan
kewenangan Desa dan GiputuskanmelaluiMusyawarah Desa.

12) Pengembangan.kapasitas;: masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, wajib|dilakukan secara sewakelola oleh Desa atat
Badan, kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan .
perundang-undangan. |

(1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa digunakan untuk membiayai

oie

Cc,

h.Dukungan kesiapsiagaan menhadapi pencana alam dan eon ssi,
ai
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Pasal 12
Kegiatan .‘bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud alam 2: -Pasal 11 Ayat (1) huruf} a, digunakan untuk membiayai program dan .°

| kegiaten peningkatan kapasitas dalam rangka memperkuat tata
kelola

Desa.'. -yang demokratis dan
berktadilan

sosial;
a. Mendorong partisipas! masvarakat dalam

perencanaan danpembangunan Desa
“yang

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,antara lain:
|

1. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
2. Pengembangan

pusat
kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat. =. -

3, Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang’dipuskan daiam
musyawarah

Desa.
, |

0. Mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secera¥ berkelanjutan dengan, mendayagunakan sumber daya manusia dan4 sumber daya alam yangada di Deas, antara Jain:1. Penyusunan arah
penyembangan

Desa;
2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa. yang,berkelanjutan; dan |

3. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan
cipuraskan

dalam musyawarah Desa;

r

dan

Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai denganPrioritas,potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
1. Pendataan potensi dan aset Desa;

. 2. Perryusunan profil Desa/data Desa;_ 3. Kegiatan lainnya yang|sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalemmusyawarah Desa; dan

" 4, Kegiatan jainnya. yang sesuai "kewenangan Desa yang diputuskan.dalam musyawarah Desa.
d. Menyusun perencanaar dan penganggaran yang berpihak kepada_kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan_kelompokmarginal anatara Jain:

ee

1. Sosialisasi penggunaan Dana Desa; -

2.Penyelenggaran musyawarah kelompok owarga | miskin,wargadisabilitas, perempuan,,anak, dan kelompok marginal;3. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga miskin, wargadisabilitas, perempuan, anak dan kelompokmarginal; dan4.Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang adiputuskan dalammusyawarah Desa.

|

meMengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam.a pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan Masyarakat Desa, amitare::

:
| lain:
!

1.Pengembangan sistem administrasi keuarigan dan aset Desaperbasis! rae,data digital: ;
—_ -2, Pengembangan laporan |keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk5 _ Publik;

. |

.3. Pengembangan
sistem irformasi

Desa yang berbasis
masyarakat;

dan
|

.
1’

|

a



-. teknis. dan sumber daya lokal yang tersedia, antara lain:
|) a. Pengelolaan lingkungat perumahan Desa antara lain:

18

4, Kegiatan lainnya yang
sesuiai dengan kewenangan Desayang.

diputuskan dalam‘ usyawarah Desa.

vyangdilakukan melalui.thusyawarah Desa, antara lain:
: 1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa

strategis yang akandibahas dalam musyawarah Desa;

2. Penyelenggaranmusyawarah Desa; dan

. 3.Kegiatan lainnya yang,
sesuai denga kewenanga

- diputuskan dalammusyawarah |
Desa.

manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Keseja
Desa yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengem

f. -
Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijaianDesa

n Desa yang

Be Melakukan perdampingan masyarakat Desa melalui pernbentukan dan
. pelatihan kader

Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang diselenggarakan

di Desa;
| A Menyelenggarakan

-

penibgkatan kualitas' dan kapasitas sumber daya
itraan Ekonomi
banganproduk

unggulan Desa dan/atau produk unggulan. kawasan perdessan,antare,lain :
|

_ perdangangan:
‘2, Pelatihan teknologi tepat guna;

'? .1, Pelatihan:usaha pe-tanian, perikanan,petkebunan,
snitustt keeil char:

perihal.iél-hat

3. Pelatihan kerja dan
keterampilan bagimasyaraket Desa sesttai fronds

. Desa; dan
4, Kepiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan

- Desa dan diputuskan!dalam musyawarah Desa.

m

F
ho

n

1

i Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif olehmasyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis;
2. Audit berbasis komunitas;
3. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. Pengembangan Baytuan hukum dan paralegal

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

Pengembangan kapasitas paralegal Desa;

serah terima hasil
pembangunan

Deas; dan

7. Kegiaatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang |

diputuskan dalam musyawarah Desa.

- Pasal 13

Desa. untuk

. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan

Be ‘Kegiatan
|

Bidang Pemberdiyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam,

Bech Pasal 11 ayat (1) huruf[, digunakan untuk membiayai program dan.
kegiatan pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan

_ 1.Pengelolaan sampah|berskalah rumah tangga;
» wee

5.
6.

1
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. 2,Pengelolaan sarana pengelolahan air limbah;dan

19

3.Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengankewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
b. Pengelolaan transportasi Desa, antara Jain:1.Pengelolaan termiral Desa;

2.Pengelolaan tambatin perahu;
3.Pengelolaan” transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan-Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c.
Pengembangan energi terbarukan, antara lain;1. Pengelolaan limbah peternakan untukenergi biogas;
2. Pembuatan bioethariol dari ubi kayu;

_

3. Pengelolaanminyak goreng bekasmenjadi biodiesel;
4. Pengelolaanpembangist listrik tenagaangina; dan

Hf

em

5.Pengembangan energi terbarukan lainnya yang, sesuai dengan’kewenangan Desa dan di putuskan dalamMusyawarah Desa.

Kegiatan bidang Pemberda:
|

|

Pasal 14

Pasa 15

dyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam|

Pasal 11 ayat (1) hurufe, digunakan untukmembiayai program dan kegiatar...pengelolaan informasi dan komunikasi,antara lain:1 1, Sistern informasi Desa;
‘|. 2." Koran Desa;

|

it 3. Website Desa;
Sl. 4, Radio komunitas;dan'

5. Pengeiolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengankewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai mana dimaksud dalamPagal 11-ayat (1) huru f, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan» 1 peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan Sosial Dasar seperti:a. Pengelolaan kegitan pelayanan kesehatanmasyarakat, artara lain:
1. Peyediaan air bersih;

_2. Pelayanan kesehatan
lingkungan;3.Kampaye dan promosi hidup sehat guna penyakit sepertipenyakit menular, penyakit seLsual, HIP / AIDhipertensis, diabetes
Thellitus

dan gangpuan jiwa;4,Bantuan insentifuntuk kader kesehatan:masyarakat ;5. Pemantauan
pertumbuuhan dan penyediaan makanan sehat untuk

pettingkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

tuber
Keulosis,: ©

6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anakdan perlindungan anak;
7.Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

mencengeh
yo



8. Perawatan kesehatal
danmenyusui;

sot 20
>

n.dan/atau pendampingan untuk

_ 9. Pengobatan untuk 1a

10.Keluerga berencana,
11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang dis
12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat,
13.'Pelatihan hak-hak

‘perlindungan anak;
.14. Pelatihan parigan yang sehat dan aman,-
15.:Pelatihan kaderBesa untuk panganyang sehat dan amar, dan |

ie ‘s+ 16, Kegiatan pengobatan pelayanan keseHiatanmasyarakatDesa jeirinrya’ve -

“yang sesuai dengan kéwenanganDesa dan
dipumskan.,dalam,

‘
mnusyawarah Desa.

2.

msia ;

c ibu haril, nifas
|

sabilitas;

anak keterampilang pengasuhan amak dan

; & Penyelenggaraan pelatihan kerja;

musyawarah Desa.

1) b, Reboisasi;

a

qt

f

Rehabilitasi lahan gambut;*, '

da. Pemeliharan hutan bakau:
e. .Pembersihan daerah aliran sungai;
£. .

f..perlindungan
terumbu

' Pasal 11 ayat (1) huruf

:Penyelenggaraan kursus seni budaya;
: Bantuan penberdayaan bidang oiaraga;

6. Pelatihan pernbuatan Film dukumenter;dan
eed . Kegiatan pengololaan kegitan pendidikan dan kebudayaami |

*
. yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan: dalam:

{

| Pasal 16

7—
fs

karang; dan

&

Pasasl 17

".b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidiken dan.kebuyaan. antara isin::
|

’ I, -Bantuan insentifguru FAUD;
Bantuan insentif

guru
taman belajar keagamaan;

i

iy
4.
5.

KegiatanBidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana ai maksurl dalam-
Fs “pasal 11 ayat (1) huruf g, digunakan un:uk mermnbiayai program dan

Kegiatan
|

pelestarian lingkungan hidup antara lain:
| Pembibitan pohon langka;

te

g. kepiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan.dalam

musyawarah Desa.

‘Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
, dugunakan untuk membiayai program dan

af

{|

kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

a. Peyediaan layanan informasi tentang bencana;

| menghadani tanggan darurat bencans serta kejadian Ivar biasa lainnya 3yang|

meliputi:
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_b. Pelatihan ‘kesiapsiagaan— dalammenghadapi bencana:
©. Pelatihan tenaga sukarelawan untukpenanangan bencana; dar
d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya |sesuai .dengan. vee

kewenangan Desa yang diputuskan dalammusyawarah Desa. a ae

|
Pasal 18

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) I, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
aMtara izin : my a
a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, -

anitara lain;
1, Pendirian BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama:
2. Peryataanmodal BUM Desa dan /atau BUM Desa bersama;
3. Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
4 . Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM, Desa Bersama

lainmya yang sesuai| dengan kewenangan Desa diputuskan dalam =
Ric.|;- . Musyawarah Desa.

|: b. Pengembangan usaha BUM Desa dan /atau BUM Desa Bersama yang |.
= difokuskan kepada pembentukan dren pengembangan p roduk unggualnDesa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,antara lain - ty
1, Pengelolaan hutan Desa;
2. Pengelolaan Adat;

°

3.Industriair
|

4. Industri Pariwisata Desa;
5. Indstri pengelolaan ikan; dan

|

tal

6. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenanagan Desa
diputuskan dalam

mulsyawarah
Desa,

‘c. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM. Desal| bersama Varig.difokuskan pada penge.abangan usaha layanan jasa, antara lain: . sh,
‘1. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga: . =
“2, Pengadaan dan penyewaan alat transportasi:

.

3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai

—

. dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
d. Pengelolaan pemasaran /hasil produksi usaha BUM Desa dan Usahaekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk
unggulan

kawasan perdesaan, antara lain:

n23

1. Penyediaan informasi
harga/pasar;2. Pameran hasil uasaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat

_ dan/atau koperasi;
3. Kerjasama perdanganigan antaraDesa;

- 4, Kerjasama perdangangan dengan pihak ketiga; dan
5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangat: Desa

yang diputuskan dalamn musyawarah Desa. ;
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Pasal 19

. Kegiatan BidangPemberdayaan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-11 ayat (1) hurufj, digunakan untuk membiayai programdankepiatan| pengelolaan usaha ekonomii produlstif sertepengelolaan seaman
a

prasaranaekonomi, sa Pengelolaan produkt usaha pertartian. untuk. ketahanare ;angi,dan:te
usaha pertanian yang dipokuskan kepada pembentukan..den?
pengembangan produk ungegulaii Desa

_dan/atau
produk:

‘iggulan:4 kawasan perdesaanantara lain:
—

Pembibitan tanaman pangan;
2.. Pembibitan tanaman keras;
3. Pengadaan pupuk;

}

. 4, Pembenihan ikan air tawar;
7 5: Pengelolaan usaha hutan Desa;

6. Pengelolaan usaha hutan
sosial;

7 Pengadaan bibit/induk ternak;8 Inseminasi Buatan;
Pengadaan pakan ternak; dan

10. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya
yang

sesuai dengan

4

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
pa Pembentukan dan’

|| pengembanganusaha «skonomi masyarakat .
dan/atakoprasi yang difokuskan kepada pembentukan dar:
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk ungpulan
kawasan perdesaan,antara lain:
1. Hutan kemasyarakat
2. Hutan tanaman ralyat:

Kemitraan ketuhanan
Pembentukan usaha! ekonomi masyarakat; ;

.-Pembentukan dan |pengembangan usaha industri] kecil dan/atai:
industri rumahan,

|
‘

6. Bantuan sarana
produlsi,

distribusi dan pemasaran untuk usaha
|

ekonomi
masyarakat,

"
7 . Pembentukan dan

pengembangan usaha ekonomi lainnyayang sesusi
’
dengan diputuskan dalammusyawarah Desa.

an
s

w
o

Du

7+
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. KegiatenBidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di maksud dalam.
|

Pasal
11 ayat (1) hurufk, diamberrtuk

kegiatan antara lain
:

Bach NT

b,

xs

ari,

7
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-a. Pengelolaan hasil produksi usaha pettanian untuk
:

pamgan dan usaha
pettanian

yang difokuskan kepada
pembe

nukardan **

pengembangan Produk unggulan desa-dan/atau produlk.
ungguian. kawasanperdesaan, aritara lain:

1. Tepung tapioca;
. 72. Kerupuk;

3. Keripik jamur;
4, Keripik jangung; °5.Deanasin; 7 5

6. Abon sapi;
‘7. Susu sapi; 7
8. Kopi; 7
9. Coklat;
10. Karet;dan

i

11, Pengelolaan hasil pertanian iainnya yang sesuai dengan kewenangan~ Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
b. Pengelolaan Usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada
-pembentukan dan pengembangan produk unggulan|desa dan/atau

a produk ungegulan kawasan perdesaan.antara lain:
1. Méubelair kayu dam!

rotan;
P| 9. Alat-alat rumah tangga;

3. Palkaian jadi/konvellsi kerajinan tangan,;
| 4,

Kain tenun;

Bengkel kekendaraan Bermotor;
7. Pengadaan di pasar; ;
8. .Pedangan pengepul; dan
9. Pengelolaan jasa dan

= industri kecil lainnyayang sesuai dengan
kewenangan

Desadandiputuskan dalammusyawarah Desa.

|
Pasal 21

Regiatan Bidang Pemberdayaan Masyaraket sebagaimane dimaksud. dalam.
(Pasal

11 ayat (1) huraf l, dugunaken untuk membiayai program den. i:|

‘kegiatan pemanfaatan teknologi Tepat Guria untuk kemajuan ekonomi:yang:difokuskan kepada
pembentikan

dan pengembangan produk| unggular:desa:
fF

| dan/aten produk u
ggulan kawasan pedesaan; antara lain:

1. Sosialisasi TTG;
|2. Pos pelayanan teknologi Besa (Posyantekdes);.

cy
5.

WES

no

ay
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3 Percontéhan “7TG pana)

;

produksi pertariian, pengenibsanger sumber

energi peDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komonikast

(

-‘sertapengembangan jasaldan industri kecil; dan a

'4, Pengembanagan dan pemanfaatan
TTG lainnya yang sesuai dengan a

, ‘kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

{

|
Bagian Keempat|

‘Proses Perencanzan

Paragraf 1

_
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 22

;

Dalam. Proses Perencaraan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa

i untuk: Program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa, agar

ps Imempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa
yang

a
*

meliputi:i Desa. Tertinggal dan/atau Desa sangat Tertinggal | nemprionitasieari

‘kegiatiin Pembangunan|Desa Pada :

.. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

Be infrastruktur dasar; ||

a . 92,-Pembangunan, pengenbangan dan pemeliharaan infrastruktur
%

|
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi da

n.

.petmasaran. yang diarahkan pada wupanya pembentukan
usaha

ekonomi pertanian| berskala produktif, usaha ekonomi pertanian

untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepadapembentukan dan pengembngan produk unggulan Desa dan /

atau produk unggulan kawasan perdesaan.
a

b. Desa berkembangmemprioritaskan kegiatan pembangunan
Desapada:

_
i. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur
'

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan:

pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian.

bersekalah produktif, usaha el-onomi untuk kerahanan pangan dau.

usaha' ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dar.

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau iproduk unggulan:
kawasan perdesaan;

.2.,Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan |lingkimgan yang

diarahkan pada upanya mendukung pemenuhan akses masyarakat

Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan linglungan;dan

3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastrktur dasar

'

© Desa Maju dan/atau Desa mandiri Memprioritaskan kegiatan

pembangun pada:

1. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Infrastruktur

ekonorii serta pengadaan sarana prasarana ‘produksi, distribusi dan

i pemasaran untuk!mendukung perluasan/ ekspanisi usaha ekonomi

ae '

pertanian berskala ‘produktif, usaha ekonomi juntuk ketahanan .-.-
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada’...
pembentukan’ dan, pengembangan produk unggulan

Desa.
dan/atat

res

‘A
TE

eB
Pp

Pp

produk
unggulan Kawasan pedesan;
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2. Pembangunan dan] pemeliharaan infrastruktur sosial daser
serta.

pengadaan sarana |/prasarana sosial dasar dan lingkunganL yang
- diarahkan pada upanya mendukung peningkatan kualitaspemenuhan Dee
akses masyarakat [Desa terhadap pelayanan sosial dasar da ;
lingkungan; dan

"3. Pengembangandan pemeliharaan infrastruktur-dasar. ae
{

Paragraf 2

Pempardayaan
Masyarakat Desa

Pasal 23
nA wt

2Pit
vt

z

Dalam proses perencaiinz , Ppenentuan prioritas penggunaan Dana ‘Desa 7untuk program dan kegistan bidang Pemberdayaan Masyarakat.Desayang*
.dibiayai Dana Desa, agar mempertimbangkan Tipologi Desa

berdasarkan
* !

tingkatperkembangan kemajuan Desa, yangmeliputi: oe,pee
a.. Desa Tertinggal dan/atau Desa sangat Tertinggal |memprioritaskan .

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan <.

kesejatraan ekonomi
masyatakat

Desa yang meliputi:
{

! 1Pembentukan BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama melahai
Pperyertaan modal, jpengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

—

bagi, usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
Produk unggulan kawasan perdesaan;

2:Pembentiikan usaha ekonomi warga/kelompok,
eoperasi

dan/ataa . lembagaekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses, permodalan”vl". yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama,pengelolaan'”” |
produksi, distribusidan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yangrsdifokuskan kepada pembentukan dan pengembangan _produk:.

. unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaam;

; 3. Pembentukan usaha ekonomimelalui pemberdayagunaan sumberdayaalam dan penerapan'‘teknologi tepat guna; dan

_
4, Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhanhnidupa tego ;
. Masyarakat Desa secara berkelanjutan. me

| b>. Desa berkembang memprioritaskan
}kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa untuk meningkatkan kxesejahteraan.ekonomi masyarakat Desa.
Pal yangmeliputi: =

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan’
modal, pengelolaan| produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian|berskala produktif dan usaha jekonomi lainnya°
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. Penguatan usaha | ekonomi: warga/kelompck koperasi dan/ataw-.
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalarr :
yang dikelola BUMDesa dan/atau. BUMDesa bersama, ‘pengeloizan. ©
‘produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian

. berskala produktif
|
dan usaha ekonomi lainnya varg difokuskan:

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa.’dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. ‘Penguatan dan nee ae usaha ekonomi etait.

guna;

i

pendayagunaan su! alam dan penerapan teknologi ‘tepat.,

Yehde
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oe4, Peningktan uatitag dan kuantitas tenaga kerja

terampil: don:agepembentukan wirau
; wan di Desa; dan

:

| 5. Pengemibangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan idup-masyarakat Desa secara berkelanjutan.
c. Desa. maju ‘dan/atau Desa mandiri memprioritaskan

---hegiatari:_— .pemberdayaan masyarakat. Desa untuk meningkatkan
|

. ekonomi Inasyarakat Desa yangmeliputi:J. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melaluipernyataan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi

usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
jusaha ekonornilairinya yang difokuskan kepada pembentukan dan
|pengembanganproduk unggulan™ Desa

dan/e
atau. produk unggulan kawasanperdesaan;:

2. Perluasan usaha ‘ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/ata-lembaga ekonomimasyarakat Desa lainnya melalui akses permodalanyang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengeldiaan produksi,distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala.produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan- kepadapembentukan dan pehgembangan produk unggulan Desa dan/atau4 produk unggulan kawasan perdesaan; ~~
: 3. Perluasan usaha

ekonomi
melalui pendayagunaan sumber daya alarmdan penerapan telnologi tepat guna; .

[| 4. Peringkatan kualitas‘dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan> 5 Perluasan/ekspansi japangan kerja untuk pemenuhan kebutuharia
hidup masyarakatDesa secara berkelanjutan.Lid. . Desa sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Majudan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat‘| Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakt Desayangmeliputi:

|| 1. Pengelolaan secard partisipasi kegiatan pelayanan ‘sosial dasardibidang pendidikan,
|
kesehatan, pemberdayaan warga miskin,. pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakatmarginal dan anggota:

masyarakat D

Desa penyandang disabilitas;. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hicdup;3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam! dan konfliksosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, secarapenanganan kejadian luar biasa lainnya;4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar. tampu_ berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelolah .secafa transparan dan akuntabel; dan
5. Peningkatan partisifatif|masyarakat dalam memperkuat tata kelolaDesa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

ey
‘Desa sangat Tertinggal, Desa teringgal, Desa berkembang; Desa maju“dan Desa mandiri mempricritaskan Kegiatan Pemberdayaan| Masyarakat.
Desa untukmemperkuat;sosial budaya Desayangmeliputi: -1. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis ;

- dan partisifatif;
| | 2. Pembentukan dan

penge:mbangan budaya hukum serta
fpenegnianperaturan

hukum di Desa

oa

| kesejahteraan

.

Pp

2
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3.Pembentukan dan pengembangan
keterbu'man informasi untuk

9
mendorongdanmonirigkatkan partisipasimasyarahat Desa;

4, Penguatan ketahanan|masyarakat
Desa melalui penerapan nilai-nilai

Pancasila; dan
|

5. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budayaDesa.

. a + Pasal 24 _
Dalam:pembentukan penetuian prioritas penggunaan Dana Desa, Desa.dapat
mengambil dari replikasi Kegiatan yang telah ditulis dan ditandatangani °°.
dalam kartu komitmen:

padi
saat bursa inovasi Desa.

PENYALURANDAN

1

PENCAIRAN
| oe

- Bagian Kesati
Penyaluran

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran Tahap !

Pasal25

rnKepala - Desa mengajulean surat permohonan penyaluran Dana Desa
tahap 1 20% (dua puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat di

' wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
[|

. a. Foto kopi Peraturan Desa tentang RPJM Desa;

b: Laporan realisasi periyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun,
; Anggaran 2020; | ow

- g..Surat pertanggung |jawaban Tahun Anggaran 2020 yang telah.‘ ..
dibelanjakan; ;

;

q d.-Foto kopi Peraturan Desa tentang RKP Desa dan /Peraturan Desa wot
By terrtang APB Desa Tahun Anggaran 2020;

‘

e.-Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dan.Kaur Keuangan,

f. Foto kopi RKD;
p.. Fakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala

Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima| sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan.

h. Foto kopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara [Pembagian dam.
Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Mamuju Tahun

Angearen,
oe

2020; wi Poe
Masing-masing rangkap 2 (dua), dan lJembar kedua sebagai dokumen

~ |

arsip Camat. ;

(2) Camat mengajukan surat permohonan: sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} kepada Bupati-melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala
DPMD. dengan dilampiri

:

a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh
Desa; l

pb. Berita Acara hasil jverifikasi kelengkapan permohonan penyaluran

E

2a

if

Dana De
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a ‘Surat pernyataaz: ta
d. Foto kopi Buku rexe

Paragrat2
Mékanisme penyaluran tahap II

a Pasal26 %

ggung jawab belanjadari Camat; a ete

ning Desa Bank yang telah ditunjuk oleh daerali;
(3) Fotokopi Peraturar: ‘Desa eebagaimana dimaksud pada
oe dan huruf b disimpan di Kecamatan.

ty
:

ia
d

(1) Kepala Desa mengajukan surat penyaluran Dana Desa tahap II 40%
{empat puluh per “sératus) kepada Bupati melalui c
kerjanya, dengan

metarnpina. Laporan realisasi:penyerapan dan.capaian Output Dana. Desa.
tahap

1

Tahun Anggaran2019:
b. Surat pertanggungjewaban tahap 1 Tahun

Anggaran,dipelanjakan;

oleh Kepata Desa.dan Kaur Keuangan;

yang mcnyatakan|,
Anggaran 2019 tel:

amat di wilayah

bahwa tingkat penycicsaian pekerjaan Tahun

dengan rencana
Angearan biaya dan / atau gambar;

. Foto kopi RKD; dan

penetapan rincian2020;

masing masing ran:
arsip Camat.

Foto kopi peraturan Bupati tentang Tata cara

Dana Desa Kabupaten Mamuju
|

ah mencapai 100% (seratus per seratus) sesuai

b

uw‘B
ayat.{1} burafs1

coh
4

Ti

2020 yang telah:

‘Kwitansi tanda terima Dana Desa dari
Bupati yang di tandatangani sigs

Berita acara pemerjisaan dari Tim Pengawas Pengelolan Dana Desa

Pembagiandan”

d.

e.
f

gkap 2 (dua) dan lembar ketiza
pebagat

dokumen

Tahun Angeran ..

2)Tim pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimekeudpada. ayat
. (1) hurufdi bentuk

ole} BPD.
os

_ (3) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksucpada ayat. fo(1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala .\ :.
‘DPMD, dengan melampiri . a

RKD dan besaran Dana Desa yang di ajukenolea. Rekapitulasi nomor
'

desa;
_b.

Dana Desa

Masing-masing Tangkap 4 (empat ) dan lembar keempat
|

arsip Camat.

Mekanisme Penyalurar Tahap7

Berita acara hasil

Surat peryataan tanggung jawab belanja dari camat; dan
Foto kopi Buku rekening Bank yang telah dikerjasamakan oleh daerah

|

Paragrar 3x. W

- Pasal 27 t

verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran

sebagai dokumen

a
(1) Kepala Desa mengajukan permohoran, penydluran Dana Desa. tahap.tt.

40% (empat puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat di
wilaya,

kerjanya,
dengan dilampiri: .

a .

ae



|

|
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. Laporan realisasi pen erapan dan Capaian Output Dana Desa tahap I
dan: tahap II tahun anggaran 2020;

. I

Surat pertanggunjawaban tahap 1 dan tahap II tahun
yang telah dibelanjakan;
Kwitansi tanda terima|Dana Desa dari Bupati yang tandatangani olel:
kepala Desa dan Kaur Keuangan;
Berita acara pemeriksaan dari Tim pengawas Pengelolaan Dana Dess- .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan -

ane bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap Il tahun
seratus). sesuai.

anggaran 2020...- -

angeran 2020 telah mencapai 100% (seratus per
dengan Rencana Angtran Biaya dan/atau Gambar;

e, Foto kopi RKD dan
|

Foto kopi Peraturan.|Bupati teritang Tata cara Pembangim: dan’
Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Mamuju Tahun Angparan
2020;

Masing-masing rangkap 2
camat.

(2) Camatmengajukan surat|permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) kepada Bupati dengen

melampiri
:

a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh
_ Desa;

|

b. Berita Acara hasil .verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran‘Dana Desa;
ro» ¢. Surat pemyataan tanggung jawab belanja dari Camat;

dan- d, Foto kopi Buku rekening Bank yang dikerjasamakan oleh daerak. ae
Masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar kecmpat seHagai dokurrien:
arsip Camat.

(dua) dan lembar kedua sebagai dokumen arsip

i NS
Bagian Kedua

~~
Pencairan

( ise

Pasal oh voor
Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapa dilakukan jika Pelaksana
kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk
melaksar.akan kegiatan|yang ‘dinilai prioritas berdasarkan DPA yangtelah disetujui Kepala Desa. .

<«

Dalam proses pencairan| Dana Desa sebagajmana dimaksud pada ayat
(1) harus disertai dengan dokumen antara lain Gambar. Desain
dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.

cs

a 7ineft -

a

£

fe

yo

(1

(2)

Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya
dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa
oleh kepala Desa.

sebagaimana:
dan disahkan. .

Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 bertanggung jawab terhadap tindakan peng
metyebabkan atas béban anggaran belanja kegi
mempergunakan buki kas pembantu
pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

kegiatan

eluaran yang
atan dengan.

sebagai

(4)



ay
. (J

(3)

(4)

co

‘Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan amggaran melaksansikem:

‘SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan.periode®
. yang tercantum dalam [DPA dengan nominal sama hesar atatr kurang*
dariyang tertera dalam DPA.

' kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(7)

(8}

(3)

(1).
-. Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

(2)

|
30

Pasal 29 YX

kegiatan berdasarkan’DPA yang telah disetujui Kepala Desa. _

Kaur’ dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa meéngajiiken:

PengajuanSPP wajib menyertakan Gambar Desain dan/atau' Rencana
Angearan Biaya, laporan perkembangan pelaksanaan| kegiatan dan.

anggaran
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum

Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah
+

kegintan Padat Karya Tunai.

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)\untuk kegi.tan Pengadaan Barang/Jasa secara,

_swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
Dalam hal pembayaran jpengadaan barang/Jasa belum dilakukan dalam.” ....,.. 7
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan
anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima _..-

k

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih
kecil dari Jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi -pelaksama.
kegiatan anggaran Dana Desamengembalikan sisa uang|ke kas Desa.

Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang
_ seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan
setelah barang/jasa citerima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a, Surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. Lampiran bukti pencrimaan barang/jasa itempat. |

Pasal 30 A | SEE
d

Dalam pengajuan SPP/sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29: ayat (2),
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh

a
pelaksana kegiatan anggaran;

b. Menguji kebenaran| perhitungan tagihan atas beban APBDes ‘yang.
_tercantum dalam permintaan pembayaran;

. ¢, Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan}
d. Menolak pengajuan permintaan. pembayaran oleh pelaksanaari

kegiatan apabila tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan. .

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana
_dimaksud pada ayat (), kepala Desa menyetujui permintaan
pembayaran dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada

_. Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas. ot
_
Desa. oF ase

selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengehuaran..
Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana: dimaksud pada-ayat (ah at(3)



;
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Pasal3{ Vy
Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut pajak Penghasilan (PPh)

dan -

pajak lainnya di Desa, wajib menyetorkan seluruh peterimaan potongan ian.
‘pajak yang dipungutnya ke|rekening kas Negara sesual dengan ketentuan ~*~.- ..

perattran perundang-undarigan.

/

(a)

(2
‘disusun melalui RKP Desa.

(3)

(2)

(3)

a

-
O
n

~—
—

©).

BAB V 4

MEKANISME PENGELOLAAN
' Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 42 ap
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa

:

sesuat
. dengan. - kewenangannya Gengan

megacu pada| perencanaan
pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan ‘Desa sebagaimana
dimaksud

pada ayat (1)

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘sebagai dasar
penyusunan APBDes y ng ditetapkandengan Peraturan Desa.

|. Pasal aN

‘a

a
d

Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan
Dana Desa yang telah! ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan
pelaksanaannya kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai
dengan tugas pokok

dan
fungsinya.

3
(1

Kepala Seksi atau kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayatwy ag!
berkedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana «i,
Desa berdasarkan

Keputusan
kepalaDesa.

|

Ketua Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud) pada ayat {2}
mre

Ft

-menyelesaikan rencana|Angearan Biaya dan/atau Gambar detail setiap .

kegiatan. Dana Desa} paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak
ditetapkannya APB Des:
Gambar Desain dan/atau rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)|ditandatangani olch Tim Perencana Teknis Desaatau, Petugas Teknis, dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa,
yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa.

Keangrotaan Tim Perericana Telmis Desa sebagaimanea dimeksud pada
ayat (4} berasal dari kader perencana teknits Desa.

Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga.
yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau
tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tat ‘ten wt

ketentuan teknis penyusunan Desain dan recana Angearan
Biayakegiatan swakelola di

Desa.

a vel

Tim Perencana Teknis Desa atau ‘Petugas Teknis sebagajmarna
dimaksud pada ayat (5) dam ayat (6) ditetapkan oleh kepala Desa
berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

I

|

sas
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.

Pasal 34 “7
.

Dana Desa yang telah! dialokasikan dalam rencana Anggaran Biziye Soo
sebagaimana dimaksud| dalam Pasal 33 ayat (4), tidak boleh.

qfeurangi,

7

atau ditambah dari dan/atau untuk aloxasi lainnya.
Dalam hal erdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksudpadaaya,- (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau

Rencans, Anggaran
<7

Biaya atau ditambah
dengan swadayamasyarakat.

. Dalam hal ‘terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat We. a
dapat digunakan untuk: penyempurnaan dan penambahan

kegintan
dan

harus dimusyawarahkan.
Dalam hail sisa daha sebagaimana dimaksud pada| ayat (3) yang
disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun
ariggaran, harus dicatat sebagai SILPA untuk diselesaikan pada tahun
berikutnya.
Dana Desa untuk Pembangunan Desa tidak dapat digunakan untuk =~ .
membayar ganti rugi.

°Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 35. on
I aa

Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa.
sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua|Tim Pelaksana
Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2). ; . .

|

Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
memuat :
a. Nama kegiatan /pekerjaan;
b, Besaran Dana Desa

yang dikclola;
Tugas dan tanggung jawab para pihak;
Konektivitas pekerjaan;

. Pekerjaan tidak dapat dialihkan;
‘Standar kahar (force majeure); dan ae

Standar kebutuhan dan syarat umum.gr
e

ag

= Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pclaksana Kegiatan

Pasal 36 “1
Kepala Desa

menetapkan
Tim Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa

- bidang:
a, Pembangunan Desa; dan

|

.

_b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
; (2) Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada.ayat a.

berdasarkan usulansaat
penyusunan RKP

Desa.
*

|

|

wt (1

(2) n
A

(3)

(4)

(5)

(1

(2)

(1
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. \(3) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana. dimaksud.,
pada ayat (1) beserta honorariumnya ditctapkan dengan Keputusa
Kepala Desa.

. ,
! . woo Ve . 1

Paragraf |
‘

Susunan Keangegotaan

Pasal 37 “4S
Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Aggaran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (I; terdiri atas:
a. ‘Penanggung jawab: Kepala Desa:

|

|b. Koordinator *

Sekretaris
Desa;

»
|

|e Ketaa Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat
pen sunan RKP Data;

| jd. Sekretaris : Perangkat Desa/lembaga Kemasyarakatan Desa
(LMPD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penpgerak

: PKK Desa)tokoh Masyarakat,
e. . Anggota Perangkat Desa dan/atau Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang_
Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh
Masyarakat. .

Paragrat2

‘Tugas
|

| Pasal 38
nto

(1) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat a
mempunyai tugas:
a, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas“bebant

. anggaran beianja sesuai bidang tugasnya;
b.Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai.bidang tugasriya;
c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d.Menyusun DPA. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan
Dokumen Pelaksanaan|Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
_ Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan. yang berada dalam bidang
tugaanya; Gan

—

3

f. Menyusun laporan pelaksanaan ‘kegiatan sesuai bidang tugasnya-
untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana kerja kegiatan Desa; dan

| _¢, Rencana anggaran biaya.
i(3) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud padaayat

(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan.
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah diangparkan.

|
ma Le.

|

ha

f

d
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(4 Rencana Kerja kegiatanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat.(2)huruf...b merinci lokasi, volumd, biaya, sasaran, waktu pclaksanaan kegiatan,
©ae~

pelaksana kegiatananggaran, dan tim yarigmelaksanakan kegiatan.. a
- | |(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf¢

a
merinci satuan harga

unijuk
setiap

kegiatan.

(M). TirPelaksana kegiatan Anggaran

D

Dana
|

Desa Bidang PembangunenDesasebagaimana
dimasud

dalam Pasal 36 ayat (2) hurufamempunyai
tugs:
a. Mengelola dan melaksamkan kegiatan secara terbuka,melputi:

1, Penyusunan gambar Desain dan/atau rencana Anggaran Biaya
.

' ‘Masingmasing kegiatan
sesuai bidang tugasnya; |

2. Penyiapan dukumen administrasi;
3. Mendatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa
kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
4. Mengkoordinasikan tenaga kerja.pembayaran insentif dan bahar

sesuai ketentuan; |'

. Memastikan bahwa' tenaga kerja berasal dari Desa setempaty. 2

6, ‘Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan. termasuk
pembuatan Surat Pertanggungjawaban;

7. Pelaksanaan dan pengendalian kualitas. pekerjaan; dan
8, .Pembuatan laporary progres pelaksanaan bulanan.

b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk
dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;

c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertangeungjawaban
Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan| setiap tahap
pencairan dana melalui. pertemuan Musyawarah

Desa dan ....

_ Menempeixan data ai papan infarmasi;
d. ‘Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungiawaban seluruh

penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana
Desa kepada Desa;

e. Membuat dan/ atau menandatangani surat Perintah Keija dan Surat
pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada kepala Desa;
dan

f...Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana [Desa Kepala
Desa.

(2) im Pelaksana kegiatan| Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf b mempunyai tugas:

a

.a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meiiputi:
L. » Membuat Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan biaya. . bent

pelaksanaan kegiatan;
2. Penyiapan

doicumen
administrasi;

3.. Pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan,.
. penyediaan dan pengadaan bahan dan alat; .

5

ay
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Pengadaan Rarang/Jasa

35

4. Memastikan bahwa yang severe sasaran berasal dari Desasetempat;
5. “Pengawasan ser pengentatian knaltas pekerjaan; dan.
6.. Pembuatan laporan bulanan.

dalamrangka perubahan kegiatan. jika terjadi perubaha prekerjaan;,|

-¢, Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh .°"

penggunaan Dana:-Désa dan hasil akhir pelaksanaan |kegiatan. Dama. .-..
Desa kepala Desa;

‘d Membuat on/atan| menandatangari Surat Perintah Kerja. dan
Penyelesaian Pelaksanaan Kepala Desa; dan

e. Membuat dan menandatangani Serah Terima Surat Pernyataar:
Kegiatan kepada Berita Acara Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana

- Kegiatan Anggaran Dana
Desa kepala Desa.

"

Bagian Keempat

:

Pasal 40 a)
(1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan.

- memeaksimalkanmaterial/bahan dari wilayah setempat.
. |{2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangtidak

. dapat dilaksanakan secara swakeiola, baik sebagian mauupuni.°
;

dianggapmampu.

dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

melalui swakelola.

|(5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
- dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material /bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat.setempat.

(6) Dalam hal pelaksanaan!| kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui

persyaratan.

Pasal 4} aN

keseluruhan, dapat dildksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa he

swakelola, baik sebagian|maupun keseluruhan dapat dilaksanakanOleh.
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi _ oes-

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
‘berpedoman pada Peraturan! Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata.
CaraPongadaan

Barang/Jasa di Desa.

b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa yang. dipe-lukan,. termasuk

de

(3): Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan:...)

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakar: : fe 5
7

E

yang
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Bagian Kelima:
Penalausahaan

Pasal 42 0
|

(1) Penatausahaan yarig meliputi menerima, menyimpan, -".
menyetor/membayar kegiatan pengelolaan Dana Desa

dilakukan oleh tsKaur._Keuangan.
(2) Kaur Keuangan sebagaimana |dimaksud pada ayzt (1) wajib melakuken

. pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutiupbuku setiap akhir bulan secara tertib.
' (3) Penerimaan dan penigeluaran sebagaimana dimaksud|pada ayal (2)

menggunakan:
a.. Buku kas umum;

hoo b. Bukn kas pembantu pajak; dan
. ¢ Buku bank.

(4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmempertanggungjawabkan uangmelalui laporan
pertanggungjawaban,

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
disampaikan setiap bulan kepada

Kepala.
Desa paling lambat tanggal: 10bulan berikutnya.

Pasal 43 ae
E (1) KaurKeuangan sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 42 ayat Ql) dibanti
Hf

- Oleh Sekretaris
Pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa.

(2) Sekretaris sebagaimana|:‘dimaksud pada ayat (1) bertugas meribantuKaur Keuangan dalam |mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran:
-| keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku iKas Pembantu .unmk masing masing

kegiatan
berikut bukti

traksaksinya,(3) Bukti traksaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: nota,
_

surat Jalan. lembar
absensi tenaga kerja memastikan arsip dokumenproses Pengadaan Baranig dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan .

; dan. lain-lain.

‘Bagian keenam
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 44 wv
(1) kepala.Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan DanaDesa yang telah dilaksanekan oleh Tim Pelaksana kegiatan AnggaranDana Desa setiap bulan, setelah édanya proses pencairan Tahap J,Tahap JI dan Tahap III.

(2) Hasil evaluasi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (])
disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa. palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya.

|

ia (3) Tim Pengendali Dana. Desa sebagaimana -dimaksud pada ayat (2)° &
ag 6's diberrtuk oleh Camat.

|

la

n.

ti
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Pasal 45 NY
(1) Tim, Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam! Pasal 44 ayat

(3) mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yangtelah dilaksanakan oleh (Tim Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa
setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I,| tahap I dan
Tahap Ii.

!

(2) Hasil evakuasi Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1), disampajkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat
tanggal 10 bulan.berikutnya.

'

Bagian Ketujuh

Tahap
Pertanggungjawaban

i:i Pasal46 WA’

\ . (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan
1p _ penggunaan Dana Desa. ||

(2) Pertangeungjawaban
Kepe

a Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mep
4 erigpunaan dana berfasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau
7 oo akan

|

.b. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkanRencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
c, Peratausahaan

keuangen
Dana Desa, mee!

d,Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang. telah
ditetapkan; dan ve

.| Pemyampaian laporan|' ‘penggunaan Dana Desa dilakukan. melalui
. Musyawarah Desa | Pertanggungjawaban bersamaan dengan. .. .

;

.pélaksanaan Laporan ‘Realisasi APB Desa denpan vwaktu yang telah
ditetapkan. -

_
Pasal 47

(1) Dalam hal penggunaan Dana. Desa harus dilakukan| secara tertib,
efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya danjatau Gambar,

: serta. dilaksanakan| secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan' secara teknis dan administrasi sesuai

: keternttuan peraturan perundang- undangan.
(2) Penggunaan Dana Dasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusi dilakukan tepat waktu,| tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana

ee dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar. tsTe, BAB Vitfe BENDAMPINGAN-
Pasal 48 Mg

{1} Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk
|

. memberdayakan dan memperkuat Desa.

|(2) Pendampingan masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan1kebutuhan yang didasarkan pada kondisi Zeografis. -

wilayah,
nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.

G

B

Ap
er
t

Pendampingan masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(11)sesuai dengan1kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis.
wilayah,

nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
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(3). Pemerintah Daerah,|Kecamatan dan Pemerintah Desa:melakuken: ’

upaya. Pernmbcrdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan. Dana. i
Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pemyediaan stumber.

er dayamanusia ‘dan manejemen.

‘Pagal 49 XX
(1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis di laksanaken “oles

DPMD dan dapat dibantu oleh:
a . Tenaga pendamping profesional;
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
¢ Pihak ketiga. ~~

(2) Teriaga ‘pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)“frurafameliputi:
a. Pendamping lokal Desa;

_-%.: PendampingDesd;dan
Pendamping ahli pemberdayaanmasyarakat. -

7 (3) Kader Pemberdayaan| Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pads: ayat (1) huruf b berasal dari unsir masyarakat yang dipilihole Desa
untuk menumbuhkan dan mengembangkan sertal menggerakican, aoe
prakarsa, partisipasi,dan swadaya gotong royong.

i

; Begian Kesatu
.

Pendamping Lokal.Desa.
| Pasal 50 uy

(1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 49: ayat (2).huruf a berkedudukan di Desa.

(2) .Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud vada ayat (1) bertuzasuntuk me:idampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
~

Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDesa dan Pembangunan yarig.
bersekala lokal Desa, |

Tages ing Lokal Desa sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (2): _—

&, Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaat dan .

pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan) Pemberdayaan
_ Masyarakat Desa;

-b. Mendampingi besa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan'
- . gosial’ dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan

. Sumber daya alam dan teknologi Tepat Guna, pembangunan. Safana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Melakukan peringkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga
. Kemasyarakatan | Desa dalam hal

pembangunan
dan“ Pemberdayaan Masyarakat Desa;

-d, ’ Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok m:ssyarakat Desas:
e. Melakukan

penifgkatan
kapasitas bagi kader |Pemberdayaat:

Masyarakat Desa.}danmendorong terciptanya kader Pembangunat’ ‘
_. » Desa yang baru;

a:

T
F

Pendams
meliputi

I

|

|

|



|

(1)

Q)

|

(3)

}

(2)

(2)

(3)

. b berkedudukan di Kecamatan.- Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk

39

scecarapartisipatf;
dan

g. - ‘Meélakukan koordinasi pendampingan’ di tingkat kecamatan dan.
menmfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan. oleh Camat

_ .t, kepada Pemerintah Daerah.

Bagian kedua

Pendamping Desa
Pasal 51.

“4;
Pendarmping Desa scbagaima dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf

mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Kerjasama Desa dan Péngembangan BUMDesa dan Pembangunan yang
berskala Lokal Desa. -

Tugas pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) meliputi:'a. Mendampingi Desa dalam perencanaan. ‘pelaksanaan dan
pemantauan terhadap Pembangunan

Desa dan |Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

b, » Mendampingi Desa dalam melaksarakan. pengelolaan pelayanan.
sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaansumber daya alam)‘dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana
dan prasarana Desa,dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah| Desa, lembaga
kemasyarakatan ||Desa dalam hai pembangunan dan —

PemberdayaanMasyarakat LDesa;d. Melakukan
pengorganisasian

di dalam kelompok-kelompok
‘ masyarakat Desa;

e. . Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader |Pemberdayaan:. an
Masyarakat Desa dan mendorong tercipianya kader Pembangunan |

ents
Desa yang baru.f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
secara partisipatif/dan

g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
. mermfasiliiasi laporan pelaksanaan pendampingan|Camat kepada
Pemerintah Daerah.

Bagian Keliga

Pendamping Ahli Pembcrdayaan Masyarakat

Pasal52 &
Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud:
dalam Pasal 49 ayat (2)

huruf c berkedudukan di Daerah.

Pendamping ahli
pemberdayaan.masyarakat sebagaimana dimaksud,

pada ayat (i) bertugas untuk meningkatikan kapasites tenaga
pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa :

dan PemberdayaanMasyarakat
Desa.

Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud,
pada ayat (2) terdiri dati :

f.. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan a,

t

N
n



49;
©)

(2)

ong

pengembangan e

a.

. Pendamping

Pend-wnping

meningkatkan k
pengembangan k:

Desa;

_ Pendamping abl
. Meningkatkan. Kapasitas tenaga pendamping

konomi Desa berskala produktif;
pengembangan Teknolegi Tepat Guna, bertugas:

meningkatkan.. ‘Kapasitas tenaga pendamping

abi pembangunan .

_ Mmeningkatkan
kapasitas teniaga

pendamping dalam
Pembangunan.

4C

Pendamping ahli Pemberdayaan. Masyarakat Desa,... bertupas’:
fapasitas tcnaga pondamping
apasitas dankaderisasimasyarakat Desaz:

partisipatif, be “it ’

pemberdayaan ekonomi Desa, bertugae. a
dalam. rangke

dalam rangka
pengembangan “dan ‘pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi;

Pendamping ahi infrastruktur Desa, bertugas
kapasitas tenaga}

|

dal

Ras:ermn

. pemeliharaan infrastruktur
kemampuan teknis dan sumber daya lo

dalam

meningkatkan
pendamping dalam rangka pembangunan. dani

lingkungan
kal yang tersedia;.

dan
berdasarkan:

Pendamping aii pengembangan pelayanan dasar, bertugas
Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka

f

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pembinaem, pengendalian
dilakukan dengan membentuk:
a. Tintpembina Dana Desa;
b. Timpengendali Dana Desa; dan
c. Tim. pengawas pengelolaan Dana Desa.

(1)

Tim Pembina Dana Desa

BAB VII

Pasal 53 \

‘dan pengawasan penggunaar

Bagian Kesatu

Pasal54 CV

1 Dana Desa’:

peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Tim Pembina ‘Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 53 huruf a,ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim:Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempa
“bs

uriyai tugas:.
-Menyusun

pedoman
tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa; -

Melakukan pembinaan, penzawasan,
pemantajen/ monitoring

_“Mengevaluasi lapo}
Desa;

Memberikan teguian kepada Desa tentang pengeunsan.Dana‘Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;

“dan. evaluasi terhatlap pelaknanaan penpeunaan DanaDesa; -
ran perkembangan realisasi penggunaart.Dane

d.



€)
a

(3)

(1)

Gunamembantu keian

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sek

. a, . Anggota

e. Menyusun laporan
. Dana’ Desake

4i
realisasi penyerapan dan ©

pada Kementerian dalam nogri da
Desa, Pembangurl
Melakukan pem

Masyarakat Desa! -

Tim Pengendali Dana Desa
me

Tim pengendali Dana
huruf b ditetapkan.

. \keanggotaan sebagai
bertcut:‘a. Penanggung Jawab:Camat

b.; Koordinator,
c. Ketua

1. Kepala Seksi
:

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban kecamatan.
emberdayaan Masyarakat Desa Ki3. Kepala Seksi P

ancaran pelaksanaan tugasTim

Bagnan Kedua

Pasalss G4
Desa sebagaimana dimaksud d

dengan keputusan Camat, de

: Sekretans Kecamatan,

Kecamatan,

‘ata PemerintahanKecamatan.

apaian Output
in Kementerian.

an Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;dan .
riksaan terhadap kemajuan penggunaan Dana.

Desa bidang Pernbangunan Dana Desa bidang Pemberdayaan:

Pembina Dana.
retariat,

alam Pasal 53:
ngan susuran.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Titn Pengendali sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas::
a. .Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan: teknis

£

operasional mulai

‘pemberdayaan
pertanggunpjawaba
Dana Desa;

b. Melakukan pengen.
pemgunaan Dana [

masyatrakat, et at mea

c. Memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegii
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada humif a apabila

_ kegiatannyamelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.- Mengevaluasi dan|mciaporcan

dari proses penyusunan Reneana Anggparar:
Biaya dan/atau Gambar, pelaksanzan kegiatan pembangunan, dan...

penatausahaan kevuangan dan
anya kepada ‘Tim Pelaksana xegiavan Anggaran.

idatian pelaksanaan dan mernantau kemajuan
esa sesuai dengan Rencanana Anggaran Biaya

_ + G@an/atau Gambar; j,

atan Anggaran

realisasi penggunaan Dana Desa
yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Camat, selanjutnya...-. SoCamatmelaporkan

kepada
Bupatimelalui DPMD; dan

@ Melaksanakan verifikasi dan membuat Berta Acara kelengkapan
permohonan penyaluran

- Dana Desa dari Kepala
Bupati.

a

N
Desa kepadan



(2)

wy,

(2)

Tim
Pengawas Pengeiolaan DanaDesa

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa’sebagaimana dimaksud’datasPasal 53 huruf c
dibentuk dari unsur BPD dan ditetapkan.

dengamr:Keputusan BPD.

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mem

42

Bagian Ketiga

Pasal 56 Ov

ipuriyal tugas:
a: Mengawasi secara| internal setiap program kegiatan pengelolaanDana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya

(1)

_dan/atau Gambar ‘yang teiah ditetapkan dan menyusun Berita_

Acara hasil penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Rencana’
Anggaran Biaya dan/atau Gambar; dan

BABVI [x
BIAYA UMUM

Pasal 57 S

b.. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiapbulan kepada kepala Desa selaku PKPKD selanjt'

gampaikan kepada Tim Pengendali Dana Desa.

Tim Polaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebageimans dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) dapat mengalohasikan biaya umum, pengelolaanDana Desa paling banyak 4% (empat per seratus) dari besarnya alokast .dara. dari setiap program kegiatan yang ditetapkan.
Biaya umum setiap
sebagaimana dimaksud
a. Biaya Musyawarahperencanaan/persiapan

Pemberdayaan

program kegiatan pengelolaani

i Desa, antara lain untuk
‘
pelaksanan

-kegiatan;
b. Biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan/

dan
pelaksanaan

bidang Pembangunan
Desa. dan Pemberdayaan MasyarakatDesa;

-pembuatan pelaporan;.

Biaya dokumentasidan pembuatan papan nama kegiatan;
-e@. -Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}; dan
f, Honorarium Tim Pengawas pengelolaan Desadimaksud dalam pada’ayat (1).
Horiorarium
‘dimaksud pada ayat(2)
lima per seratus \Dana |

Tim Pengawas Pengelola Dana Desa
huruf f£ dialokasikan senilai 0,5% (nol koma
yang diambil dari biaya umum pengelolaan -

Dana Desa sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) Setiap program

Dana Desa

sebagaimana

Dana Desa-
pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:

penyusunan © |
pembangunan:

Magyarakat Desa dan evaluasi

atau Gambar

sebagaimana

utnya akan di a

a}

=x

c. Biaya penatausahaan keuangan, Surat Penanggungjawaban, dan. 7 ~
d.

3)
77

1a
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Diundangkan di Mamuju
pada tanggal /@ maret+ "2 020

1S DAERAH KABUPATENMAMUJU

SUAIB.'
_

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMO
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58 e,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 MARKET

&®:

_BUPATI_MAMUJU,
|
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